WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

Menimbang

Mengingat

PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA BLITAR,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah, maka terhadap
Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu
dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 24 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
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Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551};
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4745);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3243);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626):
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Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6632);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem
Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1451);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);



Menetapkan

AT

31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah  Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2021 Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 24
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 24)
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal

1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kota Blitar.
Walikota adalah Walikota Blitar.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Blitar.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Blitar.

Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.
Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.
Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Blitar.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang
meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan
penghubung, bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu

lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas
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permukaan tanah, di bawah permukaan tanah,
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali
jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang
meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan,
dan pengawasan jalan.

Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan
kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan
umum, dan penyusunan peraturan perundang-
undangan di bidang jalan.

Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan
pedoman dan standar teknis, pelayanan,
pemberdayaan sumber daya manusia, serta
penelitian dan pengembangan Jalan.
Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan
program dan anggaran, perencanaan teknis,
pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi,
pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.
Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan
untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan,
dan pembangunan jalan.

Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi
lalu lintas umum.

Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan
dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
badan usaha berbadan hukum, perseorangan,
kelompok  masyarakat, dan/atau instansi
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
selain Penyelenggara Jalan.

Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi
melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan
jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah

jalan masuk dibatasi secara efisien.
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Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi
melayani angkutan pengumpul atau pembagi
dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan
rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi
melayani angkutan setempat dengan cirl
perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata
rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang
berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan
ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata
rendah.

Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya
air yang terkandung di dalamnya.

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat
pada permukaan tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
Air Minum adalah air yang melalui pengolahan
atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat
kesehatan dan dapat langsung diminum.

Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami
dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas,
maupun di bawah permukaan tanah.

Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air
dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan
manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan
penghidupan manusia serta lingkungannya.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan
pembuangan air irigasi untuk menunjang
pertanian  yang jenisnya meliputi irigasi
permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah,
irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi,
manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan

irigasi, dan sumber daya manusia.
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Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang
mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan
bangunan pelengkapnya yang merupakan satu
kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan,
pembagian, pemberian, penggunaan, dan
pembuangan air irigasi.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup
di luar kawasan lindung, baik yang berupa
kawasan perkotaan maupun perdesaan yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu
kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air
minum.

Air Limbah Domestik adalah air limbah yang
berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman,
rumah tangga, perkantoran, perniagaan,
apartemen, dan asrama.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah
serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah
domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana
dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah instalasi
pengolahan air limbah yang dirancang hanya
menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal
dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.

Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan
sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan
sarana drainase perkotaan.

Prasarana Drainase adalah lengkungan atau
saluran air di permukaan atau di bawah tanah,
baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat
oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan
kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air

penerima.
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Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang
merupakan bangunan yang ikut mengatur dan
mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman
dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam.
Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air,
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,
kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi
konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
Pembinaan Jasa Konstruksi adalah wusaha,
tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam
rangka menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk
mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan
yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya
pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam
penataan ruang.

Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk
meningkatkan kinerja penataan ruang yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan masyarakat.
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Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya
pencapaian tujuan penataan ruang melalui
pelaksanaan perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar
penyelenggaraan penataan ruang dapat
diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata
ruang.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk
mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai
dengan rencana tata ruang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya
untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Tanah adalah permukaan bumi baik berupa
daratan maupun yang tertutup air, termasuk
ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam
batas tertentu yang penggunaan dan
pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak
langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan

permukaan bumi.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 5
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang terdiri dari:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang
membawahi:
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1. Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
dan

2. Sub Bagian Umum dan Keuangan;

c. Bidang Penataan Bangunan dan Bina
Konstruksi;

d. Bidang Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan;

e. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;

f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan,
membawahi Seksi Pertanahan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tersebut dalam Lampiran Peraturan
Walikota ini, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Judul Bagian Ketiga BAB IV diubah, sehingga
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga

Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal
10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

(1) Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penataan
Bangunan dan Bina Konstruksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai
tugas merumuskan Kkebijakan teknis dan
menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di
Bidang Pengelolaan Bangunan Gedung, Penataan

Bangunan dan lingkungannya serta Pembinaan
Jasa Konstruksi.
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Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal

11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (2), Bidang Penataan Bangunan

dan Bina Konstruksi menjalankan fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan
bangunan gedung, penataan bangunan dan
lingkungannya serta pembinaan jasa konstruksi,
penyusunan dan pelaksanaan program dan
kegiatan di Bidang Penataan Bangunan dan Bina
Konstruksi;

penyusunan perencanaan operasional bidang
pengelolaan  bangunan  gedung, penataan
bangunan dan lingkungannya serta pembinaan
jasa konstruksi sesuai dengan perencanaan
strategis tingkat Daerah, provinsi dan nasional;
penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah
daerah, pemberian persetujuan bangunan gedung
dan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung;
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
pengelolaan bangunan gedung;

pelaksanaan analisa data sebagai bahan penetapan
dan daya guna bangunan gedung dan rumah
negara;

fasilitasi rehabilitasi, renovasi dan pengubahan
bangunan gedung untuk cagar budaya dan
kepentingan strategis;

fasilitasi upaya penyelamatan bangunan gedung
dan rumah negara;

pelaksanaan monitoring pembangunan gedung
milik pemerintah;

pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dan
informasi dalam perencanaan pendirian bangunan

gedung serta bangunan pendukung lainnya;
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pengusulan penetapan status bangunan gedung
dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan
berskala lokal,

pelaksanaan monitoring dan penertiban
pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang
dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
pelaksanaan  pengolahan dan  pengelolaan
dokumentasi dan data bangunan gedung
pemerintah;

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
penataan bangunan dan lingkungannya;
penyelenggaraan  penataan  bangunan dan
lingkungannya di daerah kota;,

pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan
penyelenggaraan pelayanan penataan bangunan;
pelaksanaan monitoring dan pembinaan jasa
konstruksi;

fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;
penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi
cakupan daerah kota,;

pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan
dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
pelaksanaaan identifikasi, koordinasi, kerjasama
pengembangan potensi pembangunan
infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah
Daerah dengan badan usaha;

pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan kinerja di Bidang Penataan
Bangunan dan Bina Konstruksi;

pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan
teknis dan administrasi konstruksi bangunan
gedung, taman, gapura dan bangunan sejenis
lainnya yang menjadi kewenangan Daerah,
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



4 3% =

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal

13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2), Bidang Bina Marga dan Sumber

Daya Air menjalankan fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis Bidang Bina Marga
dan Sumber Daya Air;

penyusunan dan pelaksanaan program dan
kegiatan di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya
Air;

penyusunan perencanaan operasional bidang bina
marga dan sumber daya air sesuai dengan
perencanaan strategis tingkat Daerah, provinsi dan
nasional,

penyusunan kebijakan, standar, norma, Kkriteria,
dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang bina marga;
penyelenggaraan jalan;

penyelenggaraan bangunan pelengkap jalan pada
jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan
lingkungan;

perencanaan operasional di bidang bina marga
sesuai dengan perencanaan strategis tingkat
provinsi dan nasional;

pelaksanaan kegiatan pemantauan dan studi
kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan
jalan dan pemanfaatan jalan;

pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan
pembangunan dan peningkatan jalan,
pembangunan dan peningkatan jembatan serta
pembangunan dan peningkatan bangunan
pelengkap jalan lainnya;

pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan
pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan dan

bangunan pelengkap jalan lainnya;
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k. penyusunan kebijakan, standar, norma, kriteria,
dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang sumber daya air;

1. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
primer dan sekunder pada daerah irigasi yang
luasnya di bawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah
kota;

m. perencanaan operasional di bidang sumber daya
air sesuai dengan perencanaan strategis tingkat
provinsi dan nasional;

n. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan studi
kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan
irigasi dan pemanfaatan irigasi;

0. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan kinerja di Bidang Bina Marga dan
Sumber Daya Air;

p. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan
teknis dan administrasi konstruksi jalan, jembatan
dan saluran irigasi; dan

q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Setelah Bagian Kelima BAB IV ditambahkan satu
bagian, yakni Bagian Keenam yang secara keseluruhan
berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 16A
(1) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



(2)

-19 -

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai
tugas merumuskan kebijakan teknis dan
menyelenggarakan program dan/atau kegiatan
bidang pengelolaan air minum, pengelolaan air

limbah domestik, dan drainase.

Pasal 16B

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16A ayat (2), Bidang Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan menjalankan fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan
air minum, pengelolaan air limbah domestik, dan
drainase;

penyusunan dan pelaksanaan program dan
kegiatan di Bidang Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan,

penyusunan perencanaan operasional bidang
pengelolaan air minum, pengelolaan air limbah
domestik, dan  drainase sesuai dengan
perencanaan strategis tingkat Daerah, provinsi dan
nasional;

pengelolaan dan pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kota;
pengelolaan dan pengembangan air limbah
domestik dalam Daerah;

pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
yang terhubung langsung dengan sungai dalam
Daerah;

pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan kinerja di Bidang Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan;

pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan
teknis dan administrasi konstruksi bangunan air
minum, bangunan pengelolaan air limbah, dan

saluran drainase; dan
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i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan satu pasal,
yakni Pasal 20A sehingga keseluruhan berbunyi
berikut:

Pasal 20A
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini,
pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota sesuai
ketentuan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 28 Desember 2022
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HAD)l WIJAYA, S.H..M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS

=

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPALA DINAS

-

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

1

L R ) B

e B e v i i

SEKRETARIAT

T

_

SUB BAGIAN PROGRAM
DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN UMUM
DAN KEUANGAN

BIDANG PENATAAN
BANGUNAN DAN BINA
KONSTRUKSI

BIDANG AIR MINUM
DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN

BIDANG BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR

BIDANG PENATAAN
RUANG DAN
PERTANAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HATJl WIJAYA, S.H.,.M.H.
NIP. 197p1210 200604 1 008

SEKSI PERTANAHAN

WALIKOTA BLITAR,
ttd.

SANTOSO
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